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Ketidakharmonisan peraturan

perundang-undangan adalah
masalah yang dipahami bersama
namun sulit diselesaikan dalam
pelaksanaan pembangunan di
Indonesia. Hal itulah yang terjadi
dalam pelaksanaan pengukuhan
kawasan hutan. Sebagai salah satu
upaya perbaikan tata kelola
kehutanan, Pemerintah Indonesia
menargetkan pengukuhan kawa-
san hutan selesai dilakukan pada
tahun 2015. Pengukuhan kawasan
hutan merupakan cara untuk
membentuk hutan tetap yang
legal dan legitimate. Untuk
mencapai tujuan itu, perbaikan
kerangka regulasi adalah pra-
syarat penting. Namun, sebelum-
nya diperlukan kaji ulang ter-
hadap peraturan perundang-
undangan yang ada. Apa yang
penting diperhatikan pemerintah
untuk kaji ulang peraturan guna
mewujudkan pengukuhan kawa-
san hutan yang berkepastian
hukum, berkeadilan dan berjalan
atas dasar tata kelola yang baik
adalah pertanyaan pokok yang
dibahas dalam dokumen ini.

Pengukuhan kawasan hutan
merupakan cara untuk
membentuk hutan tetap yang
legal dan legitimate.

Untuk mencapai fujuan itu,
perbaikan kerangka regulasi
adalah prasyarat penting.

Mengacu pada prinsip-prinsip
dalam Ketetapan MPR No. IX/
MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam, kaji ulang peraturan
perundang-undangan didasarkan
pada empat prinsip yaitu keadilan
sosial, kelestarian hutan, kepastian
dan perlindungan hukum serta
tata kelola kehutanan yang baik.
Melalui penjabaran pada sejumlah
kriteria dan indikator, studi ini
menemukan bahwa peraturan
perundang-undangan yang ter-
kait pengukuhan kawasan hutan
sangat lemah dalam pemenuhan
prinsip keadilan sosial dan prinsip
kepastian dan perlindungan
hukum. Meskipun demikian upaya
memenuhi prinsip tata kelola
terlihat menunjukkan kemajuan
meskipun  belum sepenuhnya
menjamin transparansi dan parti-
sipasi masyarakat. Hal yang sangat
kuat dalam peraturan perundang-
undangan ini adalah pemenuhan
aspek kelestarian hutan.

Studi ini merekomendasikan
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan dan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
untuk segera melakukan pengkaji-
an ulang terhadap peraturan
perundang-undangan yang ter-
kait dengan pengukuhan kawasan
hutan. Pada tahap pertama,
pengkajian ulang, paling tidak,
dilakukan dari tingkat undang-

undang hingga ke tingkat
peraturan menteri. Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
perlu melakukan  harmonisasi
pada sejumlah rancangan peratu-
ran dengan mengacu pada prinsip-
prinsip Ketetapan MPR No. X/
MPR/2001. Dalam kaitan dengan
pengukuhan kawasan hutan ini,
harmonisasi perlu dilakukan pada
Rancangan Undang-Undang
tentang Pengakuan dan
Perlindungan Hak Masyarakat
Hukum Adat dan Rancangan
Peraturan  Pemerintah  untuk
perubahan PP No. 44 Tahun 2004
tentang Perencanaan Kehutanan.
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan perlu melakukan
perubahan pada sejumlah
peraturan menteri dan me-
nyiapkan peraturan pemerintah
untuk pelaksanaan pemanfaatan
hutan hak termasuk hutan adat di
dalamnya. Untuk mendukung
pencapaian target pengelolaan
hutan oleh rakyat yang lebih luas,
maka Presiden perlu membentuk
sebuah  peraturan presiden
sebagai dasar bagi rencana aksi
pengakuan hak dan perluasan
akses masyarakat pada kawasan
hutan.  Akhirnya, Presiden dan
DPR RI perlu segera mengesahkan
Rancangan Undang-Undang
tentang Pengakuan dan
Perlindungan Hak Masyarakat
Hukum Adat.



Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 dan

Putusan No. 35/PUU-X/2012 (selanjutnya disebut
Putusan MK 45 dan Putusan MK 35) mengubah cara
pandang hukum kehutanan mengenai legalitas kawasan
hutan dan penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
Sesuai dengan Putusan MK 45, legalitas kawasan hutan
terpenuhi ketika seluruh proses pengukuhan kawasan
hutan yang meliputi penunjukan, penataan batas,
pemetaan hingga penetapan telah diselesaikan. Ini
berarti bahwa yang disebut kawasan hutan secara
hukum adalah kawasan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah, bukan sekedar kawasan yang ditunjuk. Pada
kenyataannya, kawasan ini jumlahnya sangat sedikit.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut, sekarang menjadi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK)
menyatakan bahwa kawasan hutan di wilayah daratan
meliputi areal seluas 122,4 juta hektar (tabel 1). Dari luas
itu, hingga tahun 2009, kawasan yang telah ditetapkan
hanya 13,8 juta hektar atau 11,29% dari seluruh luas
kawasan hutan yang ada. Dalam kurun waktu
sesudahnya terjadi lompatan besar dalam capaian

Tabel 1
Luas Kawasan Hutan

Fungsi Kawasan Hutan Luas dalam hektar

Hutan Konservasi 27.415.137.26

Hutzan Lindung 29.938.757,81
Hulan Produksi Telap 27.179.652,01
Hutzn Produks: | erbatas 29.31/.609,55
Hutzn Produksi yang dapat dikonversi  13.956.310,63

lumlah 122,404 R72,67

(e TIENTE S HE T

Pendahuluan

penetapan kawasan hutan. Data Kemenhut pada 4
September 2014, misalnya, menyebutkan telah
ditetapkannya sekitar 72 juta hektar kawasan hutan.
Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 58,8%
kawasan hutan yang ditetapkan (grafik 1).

Pada periode 2015-2019, Pemerintah Indonesia
menargetkan pengukuhan kawasan hutan selesai
dilakukan. Hal ini menjadi bagian dari arah kebijakan
perbaikan tata kelola kehutanan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019. Namun demikian, pertanyaan yang masih
sahih kita ajukan adalah apakah penetapan kawasan
hutan ini benar-benar dilakukan dengan baik dan benar;
apakah penataan batas kawasan hutan telah mengakui,
menghormati dan melindungi hak ulayat dari
masyarakat hukum adat atau hak dan penguasaan tanah
dari warga negara lainnya? Bagaimanapun pengukuhan
kawasan hutan bukan sekedar upaya memperoleh
legalitas tetapi juga proses menegakkan keadilan dalam
penguasaan tanah. Di sinilah penting mengaitkan
Putusan MK 45 dengan Putusan MK 35 yang
menegaskan bahwa penguasaan tanah dalam kawasan
hutan meliputi penguasaan oleh negara, masyarakat
hukum adat dan perorangan atau badan hukum. Selain
itu, pengukuhan kawasan hutan merupakan pula
instrumen pelaksanaan tata kelola yang baik dalam
perencanaan kehutanan.

Nota Kesepakatan Bersama Percepatan Pengukuhan
Kawasan Hutan Indonesia yang dibuat oleh 12
Kementerian dan Lembaga Negara' (selanjutnya disebut
NKB) merupakan instrumen untuk mendukung
tercapainya ketiga tujuan pengukuhan kawasan hutan
tersebut. Salah satu agenda penting dalam NKB ini
adalah harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-
undangan. Terkait dengan pengukuhan kawasan hutan,
diperlukan  penyelarasan  peraturan  perundang-
undangan pada beberapa sektor yang berkaitan. Namun,
sebelum sampai pada hal itu diperlukan kaji ulang

' Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan Nasional,

Badan Informasi Geospasial, Komnas HAM, dan Bappenas.



terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Apa
yang penting diperhatikan pemerintah untuk kaji ulang
peraturan guna mewujudkan pengukuhan kawasan
hutan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan
berjalan atas dasar tata kelola yang baik adalah
pertanyaan pokok yang didiskusikan di sini. Untuk
kepentingan tersebut maka dalam dokumen ini dibahas
mengenai metode kaji ulang peraturan yang digunakan
termasuk ruang lingkupnya, prinsip, kriteria dan
indikator, analisis terhadap derajat keterpenuhan
indikator dan rekomendasi untuk pencapaian setiap

prinsip.

RUANG LINGKUP KAJI ULANG

Pengkajian ulang peraturan yang dimaksud dalam

dokumen ini merujuk pada hasil penelaahan mendalam
terhadap kesesuaian norma-norma dalam dan antar
peraturan  perundang-undangan terkait dengan
pengukuhan kawasan hutan dengan prinsip-prinsip yang
terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(TAP MPR) No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam (kotak 1).

TAP MPR No. IX/MPR/2001 penting dijadikan rujukan
karena memerintahkan Presiden dan DPR-RI untuk
melaksanakan pengkajian ulang peraturan perundang-
undangan terkait pembaruan agraria dan pengelolaan
sumber daya alam. Sayangnya, perintah ini masih belum
sepenuhnya dilaksanakan.

Kaji ulang yang dilakukan di sini membatasi pada
peraturan perundang-undangan di tingkat undang-undang
hingga peraturan menteri pada urusan-urusan terkait
kehutanan, pertanahan, tata ruang, informasi publik,
pemerintahan daerah dan desa serta masyarakat hukum
adat. Kajian ini tidak membahas peraturan di tingkat daerah,
peraturan kebijakan seperti surat edaran dan peraturan lain
yang lebih rendah dari peraturan menteri.

Kaiji ulang di sini dibatasi pada
peraturan perundang-undangan
di tingkat undang-undang

hingga peraturan menteri.

Grafik 1
Capaian dan Target Penetapan Kawasan
Hutan

122,404,872.67

71,973,740

13,819,510.12

2014 (Sept) 2015 (target)

BAGAIMANA KAJI ULANG DILAKUKAN

Kajian peraturan perlu dilakukan berdasarkan aspek formal

dan aspek substantif. Aspek formal adalah terpenuhinya
tertib kewenangan dan terpenuhinya syarat sebagai aturan
yang kokoh (robust regulation).

Tertibb kewenangan sebagaimana disebutkan Susanti
dan Ahmad (2013) meliputi kesesuaian materi muatan
peraturan dengan jenis dan hierarkinya (lihat tabel 2) dan
ketepatan lembaga yang mempunyai kewenangan
membuat peraturan.

Aturan yang kokoh? adalah aturan yang rumusan
normanya jelas, rinci dan selaras dengan aturan yang lain
dalam peraturan perundang-undangan yang sama atau
peraturan perundang-undangan yang lain.

Aturan yang jelas adalah aturan yang rumusan
normanya tegas, lugas, tidak menimbulkan banyak
penafsiran dan menggunakan istilah dalam Bahasa
Indonesia yang dikenal umum.

Aturan yang rinci adalah norma yang memuat langkah-
langkah atau bagian-bagian yang menjelaskan tahapan-
tahapan suatu prosedur.

Aturan yang selaras adalah aturan yang rumusan
normanya tidak bertentangan dengan norma yang lain
dalam peraturan yang sama atau norma lain dalam
peraturan yang berbeda baik yang setara atau berbeda
hierarkinya.

Aspek substantif meliputi tiga hal. Pertama adalah
konsitusionalitas peraturan. Artinya materi muatan peraturan
tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kedua adalah
kesesuaian materi muatan dengan prinsip-prinsip umum
yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Ketiga adalah
kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang dimuat dalam
Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 (lihat kotak 1).

2 Tulisan ini menggunakan definisi sendiri mengenai aturan yang kokoh atau robust regulation. Penulis lain, misalnya Andrew Hale (2013)
mendefinisikan robust regulation sebagai sebuah rezim pengaturan yang mempunyai kestabilan pada prinsip-prinsipnya namun mempunyai

aturan operasional yang relatif adaptif terhadap perubahan situasi.



Tabel 2. Penilaian Kesesuaian Materi Muatan Peraturan menurut UU No. 12 Tahun 2011

Jenis dan Hierarki Materi Muatan

e Pengaturan lebih lanjut dari UUD 1945

e Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang
Undang-undang/ e Pengesahan perjanjian internasional tertentu
Peraturan Pemerintah Pengganti e Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi
Undang-undang (Perpu) e Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

e Ketentuan pidana

e Materi untuk melaksanakan perintah undang-undang

e Materi untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan
tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang
bersangkutan

Peraturan Pemerintah

e Materi yang diperintahkan oleh undang-undang

Peraturan Presiden e Materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah

e Materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan

e Materi muatan terkait otonomi daerah dan tugas pembantuan

e Materi muatan untuk menampung kondisi khusus daerah

e Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Peraturan Daerah Provinsi, .

Ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan
Kabupaten/Kota

atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
e Ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan atau pidana denda
sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR

intra dan antar generasi sesuai dengan daya

Ketetapan MPR NO. IX/MPR/2001 memberikan 12 dukung ekosistern dan perbaikan fungsi hutan.

prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber

daya alam (kotak 1). Untuk kepentingan studi ini, ke- Prinsip Kepastian dan Perlindungan Hukum

kawasan hutan memberikan

12 prinsip itu disederhanakan menjadi empat yaitu
keadilan sosial, kelestarian hutan, kepastian dan
perlindungan hukum serta tata kelola kehutanan yang
baik.?

Prinsip Keadilan Sosial

Pengukuhan kawasan hutan menjamin diakui hak
ulayat dari masyarakat hukum adat dan hak-hak
serta penguasaan warga negara atas tanah serta
adanya alokasi kawasan hutan negara yang
proporsional bagi rakyat.

Prinsip Kelestarian Hutan

Pengukuhan kawasan hutan menjamin
terlindunginya fungsi hutan melalui tanggung
jawab pemanfaatan hutan untuk kepentingan

Pengukuhan
kepastian hukum terhadap status kawasan hutan,
kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-
hak warga negara atas tanah di kawasan hutan
dan hak ulayat masyarakat hukum adat di
kawasan hutan.

Prinsip Tata Kelola Kehutanan yang baik

Pengukuhan kawasan hutan dijalankan melalui
proses persetujuan atas informasi yang diberikan
diawal dan tanpa paksaan (PADIATAPA) dengan
pemegang hak dan masyarakat hukum adat, dan
melalui partisipasi dari pemangku kepentingan
serta pembagian kewenangan dan tanggung
jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan.

3 Sebagai pembanding lihat Nurlinda (2015) yang merangkum 12 prinsip dalam TAP MPR IX/MPR/2001 menjadi tiga yaitu keadilan, demokrasi dan
keberlanjutan. Lihat pula Sumardjono, dkk. 2011 yang menyebutkan tujuh tolok ukur pemeriksaan peraturan yaitu orientasi, keberpihakan,
pengelolaan, perlindungan hak asasi manusia, pengaturan good governance, hubungan orang dan sumber daya alam, hubungan negara dan

sumber daya alam.



Kotak 1.
Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
menurut Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001

Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
Mensejahterakan rakyat, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan,
pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi
sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya
dukung lingkungan;
Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya
setempat;
Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antar daerah dalam
pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;

. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya
bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;

. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi,
kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;

. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi,
kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber
daya agraria/sumber daya alam.

Tabel 3. Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier

Kriteria Indikator Verifier

Prinsip

1 Keadilan Sosial 1.1.  Norma dalam 1.1.1. Norma yang jelas dan selaras 1.1.1.1. Definisi masyarakat
Pengukuhan kawasan Peraturan memuat dengan norma pada peraturan lain  hukum adat.
hutan menjamin di- Pengakuan hukum yang mengatur definisi masyarakat
akui hak ulayat dari Yyang kuat terhadap hukum adat.
masyarakat hukum keberadaan 1.12 Norma yang jelas dan selaras 1.1.2.1. Definisi hak ulayat.
adat dan hak-hak serta masyarakat  hukum dengan norma pada peraturan lain
penguasaan warga adat dan hak ulayat. yang mengatur definisi hak ulayat.
negara atas tanah 1.1.3. Norma yang jelas dan selaras 1.1.3.1. Definisi  wilayah

serta adanya alokasi
kawasan hutan negara
yang proporsional
bagi rakyat.

dengan norma pada peraturan lain
yang mengatur definisi wilayah adat.

1.1.4. Norma yang jelas dan selaras
dengan norma pada peraturan lain
yang mengatur definisi hutan adat
sebagai bagian dari wilayah adat.

1.1.5. Norma yang jelas dan selaras
dengan norma pada peraturan lain
yang mengatur kriteria keberadaan
masyarakat hukum adat yang jelas,
berdasarkan prinsip self-identification
dan identification by others.

1.1.6. Norma yang jelas dan selaras
dengan norma pada peraturan lain
yang mengatur kriteria hak ulayat.

1.1.7. Norma yang jelas, rinci dan
selaras dengan norma pada peraturan
lain yang mengatur mengenai tata
cara pengakuan masyarakat hukum
adat, hak ulayat dan wilayah adat.

adat.

1.1.4.1. Definisi hutan adat.

1.1.5.1. Kriteria dan cara
identifikasi  masyarakat
hukum adat.

1.1.6.1. Kriteria hak ulayat.

1.1.7.1. Bentuk  hukum
pengakuan  masyarakat
hukum adat, hak ulayat dan
wilayah adat.



2 Kelestarian Hutan

Pengukuhan kawasan
hutan menjamin
terlindunginya fungsi
hutan melalui
tanggung jawab
pemanfaatan  hutan
untuk  kepentingan

1.2  Norma dalam
peraturan terkait
pengukuhan kawasan

hutan mengakui hak
ulayat dan hak-hak
atas  tanah, baik

dengan bukti tertulis
atau tidak.

1.3  Norma dalam
peraturan  mengatur
alokasi tertentu dalam
kawasan hutan negara
yang dapat diakses
oleh masyarakat.

2.1 Norma  dalam
peraturan  mengatur
tanggung jawab
negara  memelihara
kelestarian dan
keberlanjutan  fungsi
hutan di dalam

kawasan hutan.

1.1.8. Norma vyang jelas, rinci dan
selaras dengan norma pada peraturan
lain yang mengatur mengenai bentuk
hukum pengakuan pada masyarakat
hukum adat, hak ulayat dan wilayah
adat.

1.1.9. Norma yang jelas dan selaras
dengan norma pada peraturan lain
mengenai jangka waktu
diterbitkannya pengakuan masyarakat
hukum adat, hak ulayat dan wilayah
adat.

1.2.1. Norma yang jelas dan selaras
memuat pengakuan terhadap hak
ulayat dalam pengukuhan kawasan
hutan.

1.2.2. Norma yang jelas dan selaras
memuat jenis-jenis hak atas tanah
yang diakui dalam pengukuhan
kawasan hutan.

1.2.3. Norma yang jelas dan selaras
memuat tentang subjek hak atas tanah
yang diakui.

1.24. Norma yang jelas dan selaras
mengatur bukti-bukti tertulis dari
penguasaan tanah yang diakui.

1.2.5. Norma yang jelas dan selaras
mengatur bukti-bukti tidak tertulis dari
penguasaan tanah yang diakui.

1.2.6. Norma yang jelas, terinci dan
selaras mengatur tata cara pengakuan
hutan hak.

1.2.7. Norma yang jelas, terinci dan
selaras mengatur tata cara
dikeluarkannya tanah hak dari
kawasan hutan negara.

1.2.8. Norma yang jelas, terinci dan
selaras mengatur tata cara pemberian
ganti kerugian pada pemegang hak
atas tanah yang tanahnya dijadikan
sebagai kawasan hutan negara.

1.3.1. Norma yang jelas, rinci dan
selaras  mengatur luas minimum
kawasan hutan negara yang diberikan
izin kepada masyarakat.

2.1.1. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur bentuk tanggung
jawab pemerintah mempertahankan
kelestarian fungsi hutan di kawasan

hutan negara dan hutan hak.

1.1.8.1. Bentuk  hukum
pengakuan  masyarakat
hukum adat, hak ulayat dan
wilayah adat.

1.1.9.1. Jangkawaktu proses
pengakuan.

1.2.1.1. Hak ulayat dalam
penyelesaian  hak pada
pengukuhan kawasan hutan.

1.2.2.1. Definisi dan jenis-
jenis hak atas tanah.

1.2.3.1. Pemegang hak atas
tanah.

1.2.4.1. Bukti tertulis hak
atas tanah.

1.2.5.1. Bukti tidak tertulis

hak atas penguasaan tanah.

1.2.6.1. Tata cara
akuan hutan hak.

peng-

1.2.7.1. Tata cara dikeluar-
kannya tanah hak dari trayek
batas hutan negara.

1.2.8.1. Ganti kerugian
pada pemegang hak atas
tanah  dalam  proses
penataan batas kawasan
hutan.

1.3.1.1. Luas kawasan hutan
yang diberikan izin kepada
masyarakat melalui hutan
kemasyarakatan, hutan desa,
hutan tanaman rakyat atau
bentuk kemitraan.

2.1.1.1. Bentuk tanggung
jawab  pemerintah  di
kawasan hutan negara dan
hutan hak.



3 Kepastian

intra dan antar
generasi sesuai
dengan daya dukung
ekosistem dan
perbaikan fungsi
hutan.

dan
Perlindungan Hukum

Pengukuhan kawasan
hutan memberikan
kepastian hukum
terhadap status
kawasan hutan,
kepastian dan
perlindungan hukum

terhadap hak-hak
warga negara atas
tanah di  kawasan
hutan dan hak ulayat
masyarakat hukum
adat di  kawasan
hutan.

22 Norma dalam
peraturan  mengatur
tanggung jawab
negara  memelihara
kelestarian dan
keberlanjutan  fungsi
hutan di luar kawasan
hutan.

23 Norma dalam
peraturan  mengatur
kewajiban pemegang
hutan hak memelihara

kelestarian dan
keberlanjutan  fungsi
hutan.

24 Norma dalam
peraturan  mengatur

kewajiban masyarakat
hukum adat
memelihara kelestarian
dan keberlanjutan
fungsi hutan dalam
hutan adat dan wilayah
adat di luar kawasan
hutan.

3.1 Norma dalam
peraturan  mengatur
kejelasan status
kawasan hutan sebagai
hutan negara dan
hutan hak.

dalam
mengatur
kejelasan status
wilayah adat yang
berfungsi  hutan di
dalam kawasan hutan
sebagai hutan adat.

3.2 Norma
peraturan

33 Norma dalam
peraturan  mengatur
kejelasan status tanah
hak di dalam kawasan
hutan sebagai hutan
hak perorangan atau
badan hukum.

34 Norma dalam
peraturan  mengatur
perlindungan  hukum

terhadap wilayah adat
dari tindakan pihak lain
yang memanfaatkan
wilayah adat tanpa
persetujuan
masyarakat hukum
adat.

2.2.1. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur bentuk tanggung
jawab pemerintah daerah
mempertahankan kelestarian fungsi
hutan di luar kawasan hutan.

2.3.1. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur bentuk dan insentif
terhadap kewajiban pemegang hutan
hak mempertahankan kelestarian
fungsi hutan.

2.4.1. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur kewajiban
masyarakat hukum adat memelihara
dan melestarikan fungsi hutan dalam
hutan adat dan wilayah adat di luar
kawasan hutan.

3.1.1. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur kawasan hutan
meliputi hutan negara dan hutan hak.

3.2.1. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur kawasan hutan
meliputi hutan adat.

3.3.1. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur keberadaan tanah
hak dalam kawasan hutan sebagai
hutan hak perorangan atau badan
hukum.

3.4.1. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur larangan terhadap
tindakan pemanfaatan wilayah adat
tanpa persetujuan masyarakat hukum
adat.

2.2.1.1. Bentuk tanggung
jawab pemerintah di luar
kawasan hutan.

2.3.1.1. Bentuk kewajiban
dan insentif pemegang
hutan hak memelihara dan
melestarikan fungsi hutan.

2.4.1.1. Bentuk kewajiban
dan insentif bagi masyarakat
hukum adat memelihara dan
melestarikan fungsi hutan.

3.1.1.1. Status hutan negara
dan hutan hak dalam
kawasan hutan.

3.2.1.1. Hutan adat dalam
kawasan hutan.

3.3.1.1. Ketentuan menge-
nai hutan hak.

3.4.1.1. Larangan dan sanksi
terkait wilayah adat.



4 Tata Kelola Kehutanan

yang Baik

Prosedur pengukuhan
kawasan hutan di-
jalankan melalui pro-
ses persetujuan atas
informasi yang diberi-
kan diawal dan tanpa
paksaan (PADIATAPA)
dengan  pemegang
hak dan masyarakat
hukum adat, dan me-
lalui partisipasi dari
pemangku kepen-
tingan serta pem-
bagian kewenangan
dan tanggung jawab
yang jelas  antar
tingkat pemerintahan.

35 Norma dalam
peraturan  mengatur
keberadaan peradilan
adat atau mekanisme
penyelesaian sengketa.

3.6 Norma
peraturan  mengatur
dan melindungi hak
masyarakat setempat
untuk mengakses
sumber daya hutan.

dalam

4.1 Norma dalam
peraturan  mengatur
diberikannya informasi
penunjukan  kawasan
hutan kepada
masyarakat hukum

adat, pihak ketiga dan
pemangku
kepentingan.

42 Norma dalam
peraturan  mengatur
dilaksanakannya
PADIATAPA  dalam
penataan batas
kawasan hutan.

3.5.1. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur keberadaan
peradilan adat atau mekanisme
penyelesaian sengketa internal
masyarakat.

3.5.2. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur keberadaan
peradilan adat atau mekanisme
penyelesaian sengketa antara
masyarakat dengan pihak luar.

3.5.3. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur keberadaan
peradilan adat atau mekanisme
penyelesaian sengketa internal dan
antara masyarakat dengan pihak luar.

3.6.1. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur hak masyarakat
setempat untuk mengakses sumber
daya hutan untuk kebutuhan non
komersial dan batasannya agar tetap
menjaga kelestarian hutan.

4.1.1. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur tanggung jawab
pemerintah  memberikan informasi
mengenai penunjukan atau rencana
penunjukan kawasan hutan kepada
masyarakat hukum adat, pihak ketiga
dan para pemangku kepentingan.

4.2.1. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur tanggung jawab
pemerintah  memberikan informasi
mengenai rencana penataan batas
kawasan hutan dan hasil penataan
batas kawasan hutan kepada
masyarakat hukum adat dan pihak
ketiga.

4.2.2. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur tata cara
penyampaian keberatan masyarakat
hukum adat dan pihak ketiga
terhadap hasil penataan batas
kawasan hutan.

3.5.1.1.
penyelesaian
internal.

Peradilan adat atau
sengketa

3.5.2.1.  Peradilan adat atau
penyelesaian sengketa antara
masyarakat dengan pihak
luar.

3.5.3.1.  Peradilan adat atau
penyelesaian  sengketa
internal atau antara
masyarakat dengan pihak
luar.

3.6.1.1. Hak masyarakat
terhadap hasil hutan atau jasa
lingkungan  untuk  non
komersial dan batasannya.

3.6.1.2.  Pengecualian kri-
minalisasi terhadap akses non
komersial.

4.1.1.1.  Informasi atau so-
sialisasi  penunjukan atau
rencana penunjukan kawasan
hutan.

4.2.1.1. Informasi atau so-
sialisasi rencana dan hasil
penataan batas kawasan
hutan.

42.1.2. Media penyampai-

an informasi atau sosialisasi
rencana penunjukan atau
rencana dan hasil penataan
batas kawasan hutan.

4.2.1.3. Waktu penyampai-
an informasi atau sosialisasi
rencana penunjukan atau
rencana dan hasil penataan
batas kawasan hutan.

4.22.1. Tata cara penyam-
paian keberatan terhadap
hasil penataan batas kawasan
hutan.

4222. Waktu penyampai-
an keberatan terhadap hasil
penataan batas kawasan
hutan.

4223. Lembagayang me-
nerima keberatan terhadap
hasil penataan batas kawasan
hutan.



43 Norma dalam

peraturan  mengatur
disebarluaskannya
informasi  penetapan

kawasan hutan.

44 Norma dalam
peraturan  mengatur
pembagian
kewenangan dan
tanggung jawab antara
pemerintah pusat dan

4.3.1. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur tanggung jawab
pemerintah menyebarkan informasi
penetapan kawasan hutan.

4.4.1. Norma yang jelas, rinci dan
selaras mengatur pembagian
kewenangan dan tanggung jawab
pemerintah  pusat, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/
kota terkait tahapan pengukuhan

43.1.1.  Penyampaian infor-
masi penetapan kawasan
hutan.

44.1.1. Tugas, kewenangan

pemerintah, menteri,
gubernur, bupati/walikota.

pemerintah  daerah  kawasan hutan.
dalam  pengukuhan

kawasan hutan.

Kotak 3. Tentang Prinsip, Kriteria dan Indikator

Definisi operasional mengenai prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang digunakan di sini mengacu
dan memodifikasi definisi yang digunakan oleh CIFOR (1999) untuk penilaian pengelolaan hutan
berkelanjutan.

a.

Prinsip:
Nilai fundamental sebagai basis perumusan norma terkait pengukuhan kawasan hutan. Prinsip
memberikan justifikasi bagi kriteria dan indikator.

Kriteria:
Standar untuk menilai norma-norma terkait dengan pengukuhan kawasan hutan. Kriteria adalah
turunan dari prinsip dan menjadi perantara bagi informasi yang akan disediakan oleh indikator.

Indikator:
Variabel atau komponen dari kualitas norma terkait dengan pengukuhan kawasan hutan yang
digunakan untuk menilai suatu kriteria.

Verifier:
Kata kunci dalam peraturan yang digunakan untuk menilai ketercapaian indikator.




ANALISIS UMUM

Pemenuhan keadilan

prinsip
sosial dan prinsip kepastian dan
perlindungan hukum sangat ren-
dah dalam peraturan perundang-
undangan yang dikaji. Hal ini
terdeteksi dari aturan yang tidak
jelas, tidak rinci dan tidak selaras
terkait dengan penggunaan
istilah, definisi, kriteria, tata cara
pengakuan terhadap masyarakat
hukum adat, hak ulayat, wilayah
adat dan hutan adat

Terdapat ketidakselarasan
antara UU No. 41 Tahun 1999 dan
Peraturan Menteri Kehutanan
(Permenhut) No. P.62/Menhut-Il/
2014 dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) No.
52 Tahun 2014 terkait dengan
bentuk produk hukum yang di-
gunakan untuk pengakuan masya-
rakat hukum adat. Demikian pula
ditemukan ketidakselarasan anta-
ra Permenhut No. P.44/Menhut-
11/2012 dengan PP No. 24 Tahun
1997 dan Peraturan Bersama
Menteri Dalam Negeri, Menteri
Kehutanan, Menteri Pekerjaaan
Umum dan Kepala BPN No. 79
Tahun 2014, No. PB.3/Menhut-
11/2014, No. 17/PRT/M/2014, No. 8/
SKB/X/2014 terkait dengan persya-
ratan jangka waktu dan lokasi
yang dapat diakui dengan bukti
fisik penguasaan tanah di dalam
kawasan hutan.

Terkait dengan alokasi
kawasan hutan untuk rakyat,
perkembangan baru terjadi pada
awal tahun 2015. Peraturan Presi-
den No. 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019 menargetkan alokasi kawa-
san hutan untuk rakyat sebesar
12,7 juta hektar. Meskipun demi-
kian, kelemahan dari rencana ini
adalah  ketiadaan  pemisahan

antara target alokasi kawasan
hutan negara untuk masyarakat
lokal dan target pengakuan untuk
hutan adat.

UU No. 41 Tahun 1999 setelah
Putusan MK 35 membagi status
penguasaan kawasan hutan ke
dalam hutan negara dan hutan
hak, dimana hutan hak terdiri dari
hutan adat, hutan hak perorangan
dan badan hukum. Meskipun
demikian, masih ada ketidaksela-
rasan dari sejumlah Permenhut
yang terbit setelah Putusan MK 35.
Dua contohnya adalah Permenhut
No. P.62/Menhut-1l/2013  dan
Permenhut No. P.43/Menhut-
11/2014. Keduanya memandang
kawasan hutan hanya berisikan
hutan negara. Oleh sebab itu
hutan adat dan hutan hak lainnya,
menurut peraturan ini, harus
dikeluarkan atau berada di luar
kawasan hutan.

Perlindungan terhadap hutan
adat tidak ditemukan di seluruh
peraturan. Ini disebabkan peng-
akuannya secara operasionalpun
juga tidak ada. Belum disahkannya
RUU Pengakuan dan Perlindungan
Hak Masyarakat Hukum Adat dan
minimnya jumlah  Peraturan
Daerah (Perda) untuk penetapan
masyarakat hukum adat menjadi
faktor yang menentukan absen-
nya perlindungan pada hutan adat
itu.

Pemanfaatan hutan hak
dengan definisi yang lebih luas
yang meliputi hutan adat semes-
tinya diatur dengan peraturan
pemerintah. Hal ini diperintahkan
oleh UU No. 41 Tahun 1999.
Meskipun demikian, hanya ada
satu peraturan menteri mengenai
pedoman pemanfaatan hutan hak
(Permenhut No. P. 26/Menhut-
11/2005). Peraturan ini masih me-
mandang hutan hak berada di luar
kawasan hutan dan tidak men-
cakup hutan adat.

Meskipun terdapat kelemah-
an pada prinsip keadilan sosial
dan kepastian serta perlindungan

hukum, studi ini menemukan
bahwa peraturan perundang-
undangan di bidang kehutanan
sangat kuat dalam memenuhi
prinsip ketiga yaitu kelestarian
hutan. Hal ini perlu dipertahankan
dan dilengkapi dengan pemenuh-
an prinsip-prinsip lain. Dalam hal
tata kelola pada pengukuhan
kawasan hutan, masalah terbesar
dalam peraturan yang ada adalah
soal penyampaian informasi dan
penanganan keberatan dari ma-
syarakat. Pengumuman tentang
penataan batas kawasan hutan
dilakukan setelah pemancangan
batas sementara. Semestinya
untuk  menghindari  konflik
penyampaian informasi ini
dilakukan sebelumnya, atau paling
tidak pada saat rencana penataan
batas dibuat.

Penanganan keberatan ter-
hadap hasil penataan batas
kawasan hutan tidak diatur secara
rinci. Dengan demikian tidak ada
standar penanganan keberatan
dalam proses pengukuhan kawa-
san hutan. Meskipun demikian,
perlu diapresiasi upaya untuk
menyelaraskan aturan mengenai
kewenangan pengukuhan kawa-
san hutan. UU No. 23 Tahun 2014
telah menetapkan kewenangan ini
ada pada pemerintah pusat.
Permenhut No. P.25/Menhut-Il/
2014 telah selaras dengan keten-
tuan ini. Rancangan perubahan PP
No. 44 Tahun 2004 semestinya
menguatkan hal ini.

Pemenuhan prinsip keadilan
sosial dan prinsip kepastian
dan perlindungan hukum
sangat rendah dalam
peraturan perundang-
undangan terkaif
pengukuhan kawasan
hutan. Perbaikan terdapat
dalam pemenuhan prinsip
tata kelola kehutanan yang
baik, dan sangat kuat pada
prinsip kelestarian hutan.
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ANALISIS SETIAP

INDIKATOR

1. Prinsip Keadilan Sosial

Pengukuhan  kawasan  hutan
menjamin diakui hak ulayat dari
masyarakat hukum adat dan hak-
hak warga negara atas tanah serta
adanya alokasi kawasan hutan
negara yang proporsional bagi
rakyat.

Kriteria:

1.1.Norma dalam peraturan
memuat pengakuan hukum
yang kuat terhadap keberada-
an masyarakat hukum adat
dan hak ulayat atas wilayah
adat yang terdapat di dalam
dan di luar kawasan hutan.

Indikator:

1.1.1. Norma yang jelas dan
selaras dengan norma pada
peraturan lain yang mengatur
definisi masyarakat hukum
adat.

Temuan:

a. Terdapat beragam istilah
yang digunakan dalam
peraturan perundang-
undangan yang diteliti
untuk menyebutkan
masyarakat hukum adat.
Istilah-istilah itu meliputi:
kesatuan masyarakat
hukum adat, masyarakat
hukum adat, masyarakat
adat, masyarakat tradisional,

komunitas adat terpencil
dan desa adat.
b.Tidak semua peraturan

perundang-undangan
memberikan definisi
terhadap istilah masyarakat
hukum adat yang
digunakannya. Peraturan
perundang-undangan yang
memberikan definisi adalah:
(i) UU No. 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus

(i)

(iii)

(iv)

(vii) Peraturan Menteri

Papua

UU No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan

Pengelolaan  Lingkungan
Hidup

UU No. 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas UU
Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil

UU No. 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan

Peraturan Menteri Agraria/
Kepala BPN No. 5 Tahun
1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Permasalahan
Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat

Peraturan Menteri
Kehutanan No. P.62/
Menhut-11/2013  tentang
Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor
P.44/Menhut-11/2012
tentang Pengukuhan

Kawasan Hutan

Dalam
Negeri No. 52 Tahun 2014
tentang Pedoman
Pengakuan dan
Perlindungan  Masyarakat
Hukum Adat

Terhadap istilah masyarakat
hukum adat pada umumnya
digunakan definisi  yang
berbeda kecuali Peraturan
Menteri Agraria/Kepala BPN
No. 5 Tahun 1999 dan
Permenhut No. P.62/
Menhut-11/2013 (lihat tabel
4).

1.1.2. Norma yang jelas dan
selaras dengan norma pada
peraturan lain yang mengatur
definisi hak ulayat.

Temuan:
Tidak semua peraturan yang

mengatur hak
memberikan

ulayat
definisi.

Peraturan yang memberikan

definisi

adalah  Peraturan

Menteri Agraria/Kepala BPN

No. 5 Tahun

1999 dan

Peraturan Bersama Menteri

Dalam
Kehutanan,

Menteri
Menteri

Negeri,

Pekerjaaan Umum dan Kepala
BPN No. 79 Tahun 2014, No.
PB.3/Menhut-1/2014, No. 17/

PRT/M/2014, No.
X/2014.

8/SKB/

Kedua peraturan

menggunakan definisi yang
sama.

1.1.3. Norma yang jelas dan
selaras dengan norma pada
peraturan lain yang mengatur
definisi wilayah adat.

Temuan:

a.

. Hanya

Tidak ditemukan definisi wi-
layah adat dalam undang-
undang atau peraturan
pemerintah.

. Digunakan istilah wilayah

adat atau tanah ulayat atau
wilayah masyarakat hukum
adat dalam beberapa
peraturan menteri seperti
Permendagri No. 52 Tahun

2014 (wilayah adat),
Permenhut No. P.62/
Menhut-11/2013  (wilayah

masyarakat hukum adat),
dan Peraturan  Menteri
Agraria/Kepala BPN No. 5
Tahun 1999 (tanah ulayat).

ditemukan satu
peraturan yang memuat
definisi wilayah adat yakni
Permendagri No. 52 Tahun
2014.

1.1.4. Norma yang jelas dan
selaras dengan norma pada
peraturan lain yang mengatur
definisi hutan adat sebagai
bagian dari wilayah adat.

Temuan:
Pasal 1 angka 6 UU No. 41

Tahun
Kehutanan

1999
setelah

tentang
adanya

Putusan M K 35
mendefinisikan hutan adat
sebagai hutan yang terdapat
dalam wilayah masyarakat
hukum adat.
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Tabel 4. Penggunaan istilah dan definisi masyarakat hukum adat

Perbedaan definisi di tingkat undang-undang

UU No. 21 Tahun 2001

UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas UU
Nomor 27 Tahun 2007

UU No. 39 Tahun 2014

Warga  masyarakat  asli
Papua yang sejak
kelahirannya hidup dalam
wilayah tertentu dan terikat
serta tunduk kepada hukum
adat tertentu dengan rasa
solidaritas yang tinggi di
antara para anggotanya.

Masyarakat Hukum Adat
adalah kelompok
masyarakat yang secara
turun temurun bermukim
di  wilayah  geografis
tertentu karena adanya
ikatan pada asal usul
leluhur, adanya
hubungan yang kuat
dengan lingkungan
hidup, serta adanya
sistem nilai  yang
menentukan  pranata
ekonomi, politik, sosial,
dan hukum.

Masyarakat Hukum Adat adalah
sekelompok orang yang secara
turun-temurun  bermukim  di
wilayah geografis tertentu di

Negara Kesatuan Republik
Indonesia karena adanya ikatan
pada asal usul leluhur,

hubungan yang kuat dengan
tanah, wilayah, sumber daya
alam, memiliki pranata
pemerintahan adat, dan tatanan
hukum adat di wilayah adatnya

sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

Masyarakat Hukum Adat
adalah sekelompok orang
yang secara turun-temurun
bermukim di  wilayah
geografi tertentu di Negara
Kesatuan Republik Indonesia
karena ikatan pada asal usul
leluhur, hubungan yang kuat
dengan tanah, wilayah,
sumber daya alam, yang
memiliki pranata
pemerintahan adat dan
tatanan hukum adat di
wilayah adatnya.

Perbedaan di tingkat Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Agraria/
Kepala BPN No. 5 Tahun
1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Permasalahan
Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/
Menhut-11/2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/
Menhut-11/2012 tentang Pengukuhan
Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat
adalah sekelompok orang
yang terikat oleh tatanan
hukum adatnya sebagai
warga bersama  suatu
persekutuan hukum karena
kesamaan tempat tinggal
atau pun atas dasar
keturunan.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok
orang yang terikat oleh tatanan hukum

adatnya sebagai warga bersama suatu
persekutuan hukum karena kesamaan
tempat tinggal ataupun atas dasar
keturunan.

Masyarakat Hukum Adat adalah Warga
Negara Indonesia yang memiiki karakteristik
khas, hidup berkelompok secara harmonis
sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada
asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat
tinggal, terdapat hubungan yang kuat
dengan tanah dan lingkungan hidup, serta
adanya sistem nilai yang menentukan
pranata ekonomi, politik, sosial, budaya,

hukum dan memanfaatkan satu wilayah
tertentu secara turun temurun.

Tabel 5. Perbedaan istilah dan definisi wilayah adat

Permenhut

No. P.62/Menhut-11/2013

Permendagri

Permen Agraria No. 5 Tahun 1999
No. 52 Tahun 2014

Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa Wilayah Masyarakat hukum adat adalah  Tanah ulayat adalah bidang tanah

tanah, air, dan atau perairan beserta sumber tempat berlangsungnya hidup dan yang diatasnya terdapat hak
daya alam yang ada di atasnya dengan batas- menyelenggarakan kehidupan ulayatdari suatu masyarakat
batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan masyarakat hukum adat yang hukum adat tertentu.
dilestarikan secara turun-temurun dan secara bersangkutan yang letak dan batasnya

berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan jelas serta dikukuhkan dengan

hidup masyarakat yang diperoleh melalui Peraturan Daerah.

pewarisan dari leluhur.
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1.1.5. Norma yang jelas dan
selaras dengan norma pada
peraturan lain yang mengatur
kriteria keberadaan
masyarakat hukum adat
sesuai dengan prinsip self-
identification dan
identification by others.

Temuan:

a.Kriteria keberadaan
masyarakat hukum adat
terdapat dalam UU No. 41
Tahun 1999 (masyarakat
hukum adat), UU No. 6
Tahun 2014 (desa adat),
Permendagri No. 52 Tahun
2014 dan Keputusan
Presiden No.111 Tahun
1999 (Komunitas Adat
Terpencil).

b.Kriteria keberadaan
masyarakat hukum adat
dirumuskan berbeda-beda.

c. Prinsip  self-identification
dan identification by others
tidak ditemukan pada
semua peraturan.
Permendagri No. 52 Tahun
2014 menyatakan
identifikasi dilakukan oleh
bupati/walikota melalui
camat dengan melibatkan
masyarakat hukum adat
atau kelompok masyarakat.

1.1.6. Norma yang jelas dan
selaras dengan norma pada
peraturan lain yang mengatur
kriteria hak ulayat.

Temuan:

Kriteria hak ulayat dimuat
dalam UU No. 5 Tahun 1960
dan Peraturan Menteri
Agraria/Kepala BPN No. 5
Tahun 1999.

1.1.7. Norma yang jelas, rinci
dan selaras dengan norma
pada peraturan lain yang
mengatur mengenai tata cara
pengakuan masyarakat
hukum adat, hak ulayat dan
wilayah adat.

Temuan:
a. Terdapat tata cara yang

berbeda untuk pengakuan
masyarakat hukum adat dan
hak ulayat. Tata cara
pengakuan masyarakat
hukum adat dimuat dalam
UU No. 41 Tahun 1999 dan
Permendagri No. 52 Tahun
2014. Tata cara pengakuan
hak ulayat terdapat dalam
Peraturan Menteri Agraria/
Kepala BPN No. 5 Tahun
1999.

b. Tidak terdapat pengaturan
khusus tentang tata cara
pengakuan wilayah adat.
Permendagri No. 52 Tahun
2014 menyatukan
pengakuan wilayah adat
dengan pengakuan
masyarakat hukum adat.

1.1.8. Norma yang jelas, rinci
dan selaras dengan norma
pada peraturan lain yang
mengatur mengenai bentuk
hukum pengakuan pada
masyarakat hukum adat, hak
ulayat dan wilayah adat.

Temuan:

a. Terdapat perbedaan
pengaturan tentang jenis
produk hukum yang
digunakan untuk
pengakuan masyarakat
hukum adat. UU No. 41
Tahun 1999 menyebutkan
pengakuan dilakukan
melalui peraturan daerah
sedangkan Permendagri No.
52 Tahun 2014
menyebutkan  pengakuan
melalui keputusan kepala
daerah.

b. Ada peraturan perundang-
undangan yang tidak
menijelaskan produk hukum
untuk pengakuan
masyarakat hukum adat.
Misalnya UU No. 39 Tahun
2014 dan Peraturan
Bersama Menteri Dalam
Negeri, Menteri Kehutanan,
Menteri Pekerjaaan Umum
dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 79

Tahun 2014, No. PB.3/
Menhut-11/2014, No. 17/PRT/
M/2014, No. 8/SKB/X/2014.

1.1.9. Norma yang jelas dan
selaras dengan norma pada
peraturan lain  mengenai
jangka waktu pengakuan
masyarakat hukum adat, hak
ulayat atau wilayah adat.

Temuan:

Tidak ada peraturan
perundang-undangan  yang
menyebutkan jangka waktu
yang diperlukan untuk
pengakuan masyarakat hukum
adat, hak ulayat atau wilayah
adat.

Kriteria:
1.2. Norma dalam peraturan terkait

pengukuhan kawasan hutan
mengakui hak ulayat dan hak-
hak atas tanah, baik dengan
bukti tertulis atau tidak.

Indikator:

1.2.1. Norma yang jelas dan
selaras memuat pengakuan
terhadap hak ulayat dalam
pengukuhan kawasan hutan.

Temuan:

a. Peraturan yang  khusus
mengatur pengukuhan ka-
wasan hutan yakni Permen-
hut No. P.44/Menhut-Il/2012
jo Permenhut No. P.62/
Menhut-11/2013  tidak
mengatur mengenai hak
ulayat. Peraturan Menteri ini
mengatur tentang hak-hak
pihak ketiga yang meliputi
hak orang perorang dan
badan hukum. Untuk hak-
hak masyarakat hukum adat
disebut sebagai wilayah
masyarakat hukum adat.

b. Dalam proses pengukuhan
kawasan hutan, wilayah
masyarakat hukum adat ini
dikeluarkan dari kawasan
hutan. Hal ini bertentangan
dengan UU No. 41 Tahun
1999 dan Putusan MK 35
yang tidak menyatakan
bahwa kawasan hutan tidak
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boleh terdapat hak ulayat
atau wilayah masyarakat
hukum adat atau hutan
adat.

1.2.2. Norma yang jelas dan
selaras memuat jenis-jenis hak
atas tanah yang diakui dalam
pengukuhan kawasan hutan.

Temuan:

Penjelasan Umum UU No. 41
Tahun 1999 dan Permenhut
No. P.44/Menhut-1l/2012 jo
Permenhut No. P.62/Menhut-
11/2013 menyebutkan hak atas
tanah yang dimaksud dalam
undang-undang ini adalah
hak atas tanah sebagaimana
diatur dalam UU No. 5 Tahun
1960.

1.2.3. Norma yang jelas dan
selaras memuat tentang
subjek hak atas tanah yang
diakui.

Temuan:

Pengaturan tentang subjek
hak atas tanah di kawasan
hutan mengacu pada
peraturan perundang-
undangan di bidang
pertanahan (UU No. 5 Tahun
1960, PP No. 40 Tahun 1996,
PP No. 24 Tahun 1997,
Peraturan Menteri Agraria/
Kepala BPN No. 3 Tahun 1997).

1.24. Norma yang jelas dan
selaras mengatur bukti-bukti
tertulis dari hak atas tanah
yang diakui.

Temuan:

Permenhut No. P.44/Menhut-
11/2012 jo Permenhut No. P.62/
Menhut-1I/2013 menyebutkan
dengan jelas bentuk-bentuk
bukti tertulis dari hak-hak atas
tanah yang diakui. Ketentuan
ini selaras dengan Peraturan
Menteri Agraria/Kepala BPN
No. 3 Tahun 1997.

1.2.5. Norma yang jelas dan
selaras mengatur bukti-bukti
tidak tertulis dari hak atas
tanah yang diakui.

Temuan:

a. Peraturan kehutanan dan
pertanahan mengakui
penguasaan fisik atau bukti-
bukti tidak tertulis dalam
penguasaan tanah.
Meskipun demikian,
terdapat ketidaksinkronan
pengaturan mengenai
persyaratan  penguasaan
fisik yang dapat diakui.

(i) Permenhut No. P.44/
Menhut-11/2012 jo
Permenhut No. P.62/
Menhut-1I/2013  mengatur
bukti-bukti tidak tertulis
berupa permukiman,
fasilitas umum, fasilitas
sosial yang berdasarkan
sejarah  keberadaannya
sudah ada sebelum
penunjukan kawasan hutan
atau setelah penunjukan
kawasan hutan. Jika ada
setelah penunjukan
kawasan hutan maka
permukiman, fasilitas umum
dan fasilitas sosial itu harus
telah  ditetapkan dalam
peraturan daerah, tercatat
pada statistik desa atau
kecamatan, dihuni oleh
penduduk di atas 10 kepala
keluarga dan terdiri dari
minimal 10 rumah.

(ii) PP No. 24 Tahun 1997 dan
diperjelas lagi oleh
Peraturan Menteri Agraria/
Kepala BPN No. 3 Tahun
1997 menyatakan bahwa

penguasaan tanah selama
20 tahun atau lebih secara
berturut-turut diakui
sepanjang: (a) dilakukan
dengan itikad baik; (b)
terbuka; (c) diperkuat saksi-
saksi; dan (d) tidak
dipermasalahkan oleh
masyarakat hukum adat,
desa/kelurahan atau pihak
lain.

(iii)Peraturan Bersama Menteri
Dalam Negeri, Menteri
Kehutanan, Menteri
Pekerjaaan Umum dan
Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 79 Tahun 2014,
No. PB.3/Menhut-I1/2014,
No. 17/PRT/M/2014, No. 8/
SKB/X/2014 mengakui
penguasaan fisik atas tanah
dalam kawasan hutan yang
sudah terjadi selama 20
tahun atau lebih secara
berturut-turut.  Peraturan
Bersama ini tidak
menyebutkan empat syarat
yang ada dalam PP No. 24
Tahun 1997.

b.Permenhut No. P.44/
Menhut-1I/2012 menyatakan
bahwa penguasaan tanah
atas dasar bukti tidak
tertulis sebagaimana
disebut pada huruf a hanya
berlaku pada provinsi yang
luas kawasan hutannya di
atas 30%; Peraturan
Bersama Menteri Dalam
Negeri, Menteri Kehutanan,
Menteri Pekerjaaan Umum
dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 79
Tahun 2014, No. PB.3/
Menhut-11/2014, No. 17/PRT/
M/2014, No. 8/SKB/X/2014
tidak menyatakan
pembatasan lokasi. Artinya,
di seluruh kawasan hutan,
proses pengakuan terhadap
penguasaan dengan bukti
tertulis atau tidak tertulis
dapat dilakukan.

1.2.6. Norma yang jelas, terinci
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dan selaras mengatur tata
cara pengakuan tanah hak
dalam kawasan hutan sebagai
hutan hak.

Temuan:

a. Terdapat pertentangan
definisi hutan hak antara UU
No. 41 Tahun 1999 dan PP
No. 44 Tahun 2004 dengan
Permenhut No. P.43/
Menhut-1I/2014. UU No. 41
Tahun 1999 dan PP No. 44
Tahun 2004 menyatakan
bahwa hutan hak adalah
hutan yang terdapat di atas
tanah yang dibebani hak
atas tanah. Penjelasan
Umum UU No. 41 Tahun
1999 menyebutkan hak atas
tanah yang dimaksud
adalah hak milik, hak guna
usaha dan hak pakai. Kedua
peraturan ini tidak
menyatakan bahwa hutan
hak berada di luar kawasan
hutan. Hal ini sejalan
dengan Putusan MK 35.
Meskipun demikian,
Permenhut No. P.43/
Menhut-11/2014  yang
diterbitkan pasca Putusan
MK 35 mendefinisikan
hutan hak sebagai “hutan
yang berada pada tanah
yang telah dibebani hak
atas tanah yang berada di
luar kawasan hutan dan
dibuktikan dengan alas titel
atau hak atas tanah".
Permenhut ini
bertentangan dengan UU
No. 41 Tahun 1999 dan PP
No. 44 Tahun 2004, serta
tidak selaras dengan
Putusan MK 35.
Pertentangan lain tersirat
dari Pasal 8 ayat (4)
Permenhut No. P.44/
Menhut-11/2012 yang
menyatakan: "Tanah milik
atau tanah hak lainnya yang
secara sukarela diserahkan
kepada Pemerintah

sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf
d untuk dijadikan kawasan
hutan, maka Menteri
langsung menunjuk sebagai
kawasan hutan".
Penyerahan ini menanda-
kan bahwa dalam kawasan
hutan tidak ada hak atas
tanah lagi.

.Ada pertentangan norma

dalam pengaturan status
penunjukan  hutan  hak.
Permenhut No. P.26/
Menhut-11/2005
menyebutkan bahwa
penunjukan  hutan hak
dilakukan oleh  Bupati.
Penunjukan meliputi
inventarisasi, pemetaan dan
penunjukan. Norma yang
ada dalam Peraturan ini
menyiratkan  penunjukan
hutan hak ini tidak
merupakan bagian dari
pengukuhan kawasan hutan
sebagaimana diatur dalam
UU No. 41 Tahun 1999 dan
PP No. 44 Tahun 2004*
Penunjukan  hutan hak
menurut Permenhut No.
P.26/Menhut-11/2005
diintegrasikan ke dalam
peta Rencana Tata Ruang
Wilayah bukan pada peta
kawasan hutan. Dengan
demikian  Peraturan ini
membawa keberadaan
hutan hak keluar dari
kawasan hutan. Hal ini
bertentangan dengan UU
No. 41 Tahun 1999 dan PP
No. 44 Tahun 2004, serta
tidak selaras dengan
Putusan MK 35.

. Ada ketidakselarasan Pasal

11 ayat (1) PP No. 16 Tahun
2004 dengan UU No. 41
Tahun 1999 dan Putusan
MK 35. Pasal ini tidak
membenarkan penerbitan
sertifikat hak atas tanah di
dalam kawasan hutan

sehingga menghalangi
pengakuan hutan hak
dalam kawasan hutan.

1.2.7. Norma yang jelas, terinci
dan selaras mengatur tata
cara dikeluarkannya tanah hak
dari kawasan hutan negara.

Temuan:

a. Ada proses inventarisasi dan
penyelesaian hak-hak pihak
ketiga dalam penataan
batas kawasan hutan
sebagaimana diatur oleh PP
No. 44 Tahun 2004 dan
Permenhut No. P.44/
Menhut-11/2012 jo
Permenhut No. P.62/
Menhut-1I/2013. Proses ini
menandai  dikeluarkannya
tanah hak dari batas
kawasan hutan Negara.

b. Terdapat perbedaan proses
penataan batas antara PP
No. 44 Tahun 2004 dengan
Permenhut No. P.44/
Menhut-11/2012 (lihat tabel
6). Dalam PP No. 44 Tahun
2004, terdapat dua berita
acara yakni berita acara
pengakuan oleh masyarakat
dan berita acara peman-
cangan batas sementara.
Sementara itu dalam
Permenhut No. P.44/
Menhut-1I/2012, hanya ada
satu berita acara yakni
berita acara pembahasan
dan persetujuan hasil
pemancangan batas
sementara.

1.2.8. Norma yang jelas, terinci
dan selaras mengatur tata
cara pemberian ganti
kerugian pada pemegang hak
atas tanah yang tanahnya
dijadikan sebagai kawasan
hutan negara.

Temuan:

a. Terdapat ketentuan dalam
Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4)
UU No. 41 Tahun 1999 yang
menyatakan pemberian

% Saat tulisan ini dibuat, PP No. 44 Tahun 2004 sedang dalam proses perubahan.
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Pengukuhan
menjamin terlindunginya fungsi

kompensasi akibat
hilangnya hak dan akses
karena penetapan kawasan
hutan.

b.Tidak ditemukan norma
jelas sebagai turunan Pasal
68 ayat (3) dan (4) dalam PP
No. 44 Tahun 2004, untuk
menyediakan kompensasi
akibat hilangnya akses dan
penguasaan tanah dalam
kawasan hutan yang
diakibatkan oleh pengu-
kuhan dan penatagunaan
kawasan hutan.

c. Terdapat ketentuan
mengenai pemberian
kompensasi akibat

perubahan status hutan hak
menjadi  hutan negara
dalam Permenhut No. P.26/
Menhut-11/2005.

Kriteria:
1.3.Norma dalam

peraturan
mengatur alokasi tertentu
bagi kawasan hutan negara
yang dapat diakses oleh
masyarakat.

Indikator:

1.3.1. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur luas
minimum  kawasan hutan
negara yang diberikan izin
kepada masyarakat.

Temuan:

Tidak ada satu peraturan di
bidang kehutanan yang
menyatakan luas minimum
kawasan hutan negara yang
dialokasikan kepada
masyarakat. Meskipun
demikian dalam Peraturan
Presiden No. 2 Tahun 2015
disebutkan bahwa dalam
periode 2015-2019
ditargetkan 12,7 juta hektar
kawasan hutan akan
dialokasikan untuk
masyarakat hukum adat dan
masyarakat lokal.

2. Prinsip Kelestarian Hutan

kawasan  hutan

hutan melalui tanggung jawab

pemanfaatan hutan untuk

kepentingan intra dan antar

generasi sesuai dengan daya

dukung ekosistem dan perbaikan

fungsi hutan.

Kriteria:

2.1.Norma dalam peraturan
mengatur tanggung jawab
negara memelihara
kelestarian dan keberlanjutan
fungsi hutan di dalam
kawasan hutan.

Indikator:

2.1.1. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur bentuk
tanggung jawab pemerintah
mempertahankan kelestarian
fungsi hutan di kawasan
hutan negara dan hutan hak.

Temuan:

a. Tanggung jawab negara
melestarikan fungsi hutan
diatur dalam UU No. 41
Tahun 1999 dan peraturan
pelaksanaannya seperti
halnya PP No. 45 Tahun
2004 serta menjadi rujukan
dalam peraturan yang lebih
rendah.

b. Secara khusus, UU No. 41
Tahun 1999 menyatakan
pemerintah  menetapkan
dan mempertahankan
kecukupan luas kawasan
hutan dan penutupan hutan
sebesar 30% dari luas
daerah aliran sungai dan/
atau pulau dengan sebaran
yang proporsional.
Penetapan fungsi hutan
lindung dan konservasi
m er upakan
pengejawantahan dari
tanggung jawab negara
mempertahankan
kelestarian hutan.

c. Pada hutan hak, tanggung
jawab melestarikan hutan
ada pada pemegang hak,
pemerintah  memberikan
insentif dan fasilitasi
sebagaimana diatur dalam
Permenhut No. P.26/

Menhut-11/2005.

Kriteria:
2.2.Norma dalam

peraturan
mengatur tanggung jawab
negara memelihara
kelestarian dan keberlanjutan
fungsi hutan di luar kawasan
hutan.

Indikator:

2.2.1. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur bentuk
tanggung jawab pemerintah
daerah mempertahankan
kelestarian fungsi hutan di
luar kawasan hutan.

Temuan:

a. Ketentuan mengenai
kelestarian fungsi hutan di
luar kawasan hutan
terdapat dalam peraturan
perundang-undangan di
bidang penataan ruang.
Dalam UU No. 26 Tahun
2007 disebutkan mengenai
kawasan lindung.

b. Pemanfaatan tanah di luar
kawasan hutan, sesuai
dengan UU No. 5 Tahun
1960 tetap harus
memperhatikan kelestarian
lingkungan. PP No. 40
Tahun 1996 juga memuat
kewajiban pemegang hak
guna usaha, hak guna
bangunan dan hak pakai
untuk memelihara fungsi
lingkungan dan mencegah
kerusakannya.

c. Secara umum, UU No. 32
Tahun 2009 memberikan
arahan bagi pemanfaatan
tanah di dalam dan luar
kawasan hutan bagi
kelestarian lingkungan.

Kriteria:
2.3.Norma dalam

peraturan
mengatur kewajiban
pemegang hutan hak
memelihara kelestarian dan
keberlanjutan fungsi hutan.

Indikator:
2.3.1. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur bentuk
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dan insentif terhadap
kewajiban pemegang hutan
hak mempertahankan
kelestarian fungsi hutan.

Temuan:

a. UU No. 41 Tahun 1999
menyatakan bahwa
pemanfaatan hutan hak
harus dilakukan sesuai
dengan fungsinya.

b.Permenhut No. P.26/
Menhut-1I/2005 membagi
fungsi hutan hak menjadi
hutan produksi, hutan
lindung dan hutan
konservasi. Peraturan ini
mewajibkan pemegang
hutan hak memelihara
kelestarian hutan dan

memanfaatkan sesuai
dengan fungsinya.

Kriteria:

2.4.Norma dalam peraturan

mengatur kewajiban
masyarakat hukum adat
memelihara kelestarian dan
keberlanjutan fungsi hutan
dalam hutan adat dan wilayah
adat di luar kawasan hutan.

Indikator:

2.4.1. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur
kewajiban masyarakat hukum
adat memelihara dan
melestarikan fungsi hutan
dalam hutan adat dan wilayah
adat di luar kawasan hutan.

Temuan:
a UU No. 41 Tahun 1999
menyebutkan  kewajiban

masyarakat hukum adat
untuk melestarikan hutan
adat. Namun, pengaturan
yang lebih operasional tidak
ada disebabkan belum
adanya pengaturan khusus
mengenai hutan adat.

b.Di luar kawasan hutan.
Peraturan Menteri Agraria/
Kepala BPN No. 5 Tahun
1999 tidak mengatur
mengenai  pemanfaatan
tanah hak ulayat.

c. Secara umum, kewajiban
memelihara lingkungan
termasuk kelestarian hutan
merujuk pada UU No. 5
Tahun 1960, UU No. 26
Tahun 2007 dan UU No. 32
Tahun 2009.

3.Prinsip Kepastian dan
Perlindungan Hukum

Pengukuhan  kawasan  hutan
memberikan kepastian hukum
terhadap status kawasan hutan,
kepastian dan  perlindungan
hukum terhadap hak-hak warga
negara atas tanah di kawasan
hutan dan hak ulayat masyarakat
hukum adat di kawasan hutan.

Kriteria:

3.1.Norma dalam peraturan
mengatur kejelasan status
kawasan hutan sebagai hutan
negara dan hutan hak.

Indikator:

3.1.1. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur
kawasan hutan meliputi hutan
negara dan hutan hak.

Temuan:

a. UU No. 41 Tahun 1999
pasca Putusan MK 35
menyatakan bahwa
berdasarkan  statusnya,
kawasan hutan terdiri dari
hutan negara dan hutan
hak.

b. Terdapat ketidakselarasan
antara sejumlah Permenhut
dengan UU No. 41 Tahun
1999. Beberapa peraturan
menteri memandang
bahwa kawasan hutan itu
hanyalah hutan negara. Hal
ini terlihat dari Permenhut
No. P.44/Menhut-11/2012 jo
Permenhut No. P.62/
Menhut-11/2013  yang
menyatakan bahwa wilayah
adat harus dikeluarkan dari
kawasan hutan dan
ketentuan mengenai
penyelesaian hak pihak
ketiga yang menyatakan
bahwa hak atas tanah yang

terbukti dikeluarkan dari
kawasan hutan. Selain itu,
Permenhut No. P.26/
Menhut-11/2005
menyatakan bahwa hutan
hak ditunjuk oleh bupati
dan diintegrasikan ke dalam
peta rencana tata ruang
wilayah, bukan ke dalam
peta kawasan hutan.
Semakin jelas lagi,
Permenhut No. P.43/
Menhut-11/2014 yang
menyatakan bahwa hutan
hak berada di luar kawasan
hutan.

Kriteria:
3.2.Norma dalam

peraturan
mengatur kejelasan status
wilayah adat yang berfungsi
hutan di dalam kawasan
hutan sebagai hutan adat.

Indikator:

3.2.1. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur
kawasan hutan meliputi hutan
adat.

Temuan:

a. UU No. 41 Tahun 1999
pasca Putusan MK 35
mengakui kawasan hutan
terdiri dari hutan negara
dan hutan hak. Di dalam
hutan hak terdapat hutan
hak perorangan dan badan
hukum serta hutan adat.
Hutan adat bukan lagi
bagian dari hutan negara.

b. Terdapat ketidakselarasan
antara Permenhut No. P.62/
Menhut-1I/2013 dengan UU
No. 41 Tahun 1999 dan
Putusan MK 35 karena
menyatakan bahwa wilayah
masyarakat hukum adat
yang telah diakui dengan
peraturan daerah
dikeluarkan dari kawasan
hutan.

Kriteria:
3.3.Norma dalam

peraturan
mengatur kejelasan status
tanah hak di dalam kawasan
hutan sebagai hutan hak
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perorangan atau badan
hukum.

Indikator:

3.3.1. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur
keberadaan tanah hak dalam
kawasan hutan sebagai hutan
hak perorangan atau badan
hukum.

Temuan:

a. UU No. 41 Tahun 1999
mengacu pada UU No. 5
Tahun 1960 tentang hak
atas tanah yang dapat
diakui sebagai dasar
penentuan hutan hak.
Subjek hak atas tanah itu
meliputi perorangan dan
badan hukum.

b. Terdapat ketidakselarasan
Permenhut No. P.26/
Menhut-11/2005 dan
Permenhut No. P.43/
Menhut-1I/2014 dengan UU
No. 41 Tahun 1999 dan
Putusan MK 35 mengenai
keberadaan hutan hak
dalam kawasan hutan.
Kedua Peraturan Menteri itu
menolak keberadaan hutan
hak dalam kawasan hutan.

Kriteria:
3.4.Norma dalam

peraturan
mengatur perlindungan
hukum terhadap wilayah adat
dari tindakan pihak lain yang
memanfaatkan wilayah adat
tanpa persetujuan masyarakat
hukum adat.

Indikator:

3.4.1. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur
larangan terhadap tindakan
pemanfaatan wilayah adat
tanpa persetujuan masyarakat
hukum adat.

Temuan:

Tidak ada peraturan di bidang
kehutanan atau pertanahan
yang memberikan larangan
dan sanksi terhadap
pemanfaatan wilayah adat di
dalam dan luar kawasan hutan

tanpa persetujuan masyarakat
hukum adat.

Kriteria:
3.5.Norma dalam

peraturan
mengatur keberadaan
peradilan adat atau
mekanisme penyelesaian
sengketa.

Indikator:

3.5.1. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur
keberadaan peradilan adat
atau mekanisme penyelesaian
sengketa internal masyarakat.

Temuan:

Tidak ada peraturan di tingkat
nasional mengakui peradilan
adat atau mekanisme
penyelesaian sengketa
kehutanan berdasarkan
hukum adat. RUU Pengakuan
dan Perlindungan Hak
Masyarakat Hukum  Adat
memuat tentang hal ini.

3.5.2. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur
keberadaan peradilan adat
atau mekanisme penyelesaian
sengketa antara masyarakat
dengan pihak luar.

Temuan:

Tidak ada peraturan di tingkat
nasional mengakui hal ini.
RUU Pengakuan dan
Perlindungan Hak Masyarakat
Hukum Adat memuat tentang
hal ini.

3.5.3. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur
keberadaan peradilan adat
atau mekanisme penyelesaian
sengketa internal dan antara
masyarakat dengan pihak luar.

Temuan:

Tidak ada peraturan di tingkat
nasional mengatur hal ini.
RUU Pengakuan dan
Perlindungan Hak Masyarakat

Hukum Adat memuat
pengaturan ini.

Kriteria:

3.6. Norma dalam peraturan

mengatur dan melindungi hak
masyarakat setempat untuk
mengakses sumber daya
hutan.

Indikator:

3.6.1. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur hak
masyarakat setempat untuk
mengakses sumber daya
hutan untuk kebutuhan non
komersial dan batasannya
agar tetap menjaga
kelestarian hutan.

Temuan:

a. Terlepas hak atas tanahnya,
hak masyarakat untuk
mengakses sumber daya
hutan hanya dicantumkan
dalam bentuk a contrario
dalam Pasal 68 ayat (3). Di
sisi lain tidak ada batasan
tegas bagaimana hak
tersebut dilaksanakan agar
tetap menjaga kelestarian
hutan sesuai fungsinya.

b.UU No. 18 Tahun 2013
mengatur hak masyarakat
yang bertempat tinggal di
dalam dan/atau di sekitar
kawasan hutan yang
melakukan  penebangan
kayu di luar kawasan hutan
konservasi dan hutan
lindung untuk keperluan
sendiri dan tidak untuk
tujuan komersial dengan
syarat mendapatkan izin
dari pejabat yang
berwenang. Namun, tidak
diatur dengan jelas tentang
apa yang dimaksud izin
tersebut.

4.Prinsip Tata Kelola Kehutanan
yang baik
Prosedur pengukuhan kawasan
hutan dijalankan melalui proses
persetujuan atas informasi yang
diberikan  diawal dan tanpa
paksaan (PADIATAPA) dengan
pemegang hak dan masyarakat
hukum adat, dan melalui
partisipasi  dari pemangku
kepentingan serta pembagian
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kewenangan dan tanggung jawab
yang jelas antar tingkat
pemerintahan.

Kriteria:

4.1.Norma dalam peraturan
mengatur diberikannya
informasi  penunjukan
kawasan hutan kepada
masyarakat hukum adat, pihak
ketiga dan pemangku
kepentingan.

Indikator:

4.1.1. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur
tanggung jawab pemerintah
memberikan informasi
mengenai penunjukan atau
rencana penunjukan kawasan
hutan kepada masyarakat
hukum adat, pihak ketiga dan
para pemangku kepentingan.

Temuan:

Tidak ada norma dalam
peraturan terkait pengukuhan
kawasan hutan yang
mewajibkan pemerintah
memberikan informasi
mengenai penunjukan
kawasan hutan atau rencana
penunjukan kawasan hutan.
Permenhut No. P.44/Menhut-
11/2012 jo Permenhut No. P.62/
Menhut-11/2013  menyatakan
bahwa penunjukan kawasan
hutan didasarkan pada usulan
dan rekomendasi pemerintah
daerah. Meskipun demikian,
tidak disebutkan bahwa
pemerintah atau pemerintah
daerah memberikan informasi
kepada publik perihal rencana
penunjukan kawasan hutan
itu.

Kriteria:

4.2.Norma dalam peraturan
mengatur  dilaksanakannya
PADIATAPA dalam penataan
batas kawasan hutan.

Indikator:

4.2.1. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur
tanggung jawab pemerintah

memberikan informasi
mengenai rencana penataan
batas kawasan hutan dan hasil
penataan batas kawasan
hutan kepada masyarakat
hukum adat dan pihak ketiga.

Temuan:

Penyampaian informasi
mengenai penataan batas
diatur oleh Permenhut No.
P.44/Menhut-11/2012.
Setelah batas sementara
dipancangkan barulah
dilakukan  pengumuman
kepada masyarakat di
sekitarnya. Dengan cara ini
maka negara menyatakan
terlebih dahulu klaimnya
terhadap tanah yang akan
dijadikan kawasan hutan
setelah itu warga negara
membuktikan  hak-haknya
atas tanah untuk
memperoleh kembali tanah
itu.

b. Tidak ada pengaturan yang
mewajibkan penyampaian
informasi rencana tata batas
di awal kegiatan atau
sebelum batas sementara
dipancangkan.

c. Tidak ada pengaturan
mengenai  waktu serta
media yang digunakan
untuk penyampaian
informasi atau
pengumuman.

4.2.2. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur tata
cara penyampaian keberatan
masyarakat hukum adat dan
pihak ketiga terhadap hasil
penataan batas kawasan
hutan.

Temuan:

Tidak ada pengaturan yang
jelas dan rinci mengenai
mekanisme keberatan dari
masyarakat hukum adat dan
pihak ketiga terhadap hasil
penataan batas. Permenhut
No. P.44/Menhut-1l/2012 jo

Permenhut No. P.62/Menhut-
112013 mengatur mengenai
penyelesaian hak-hak pihak
ketiga, tetapi dalam
pengaturan itu tidak diatur
bagaimana keberatan
ditangani. Peraturan Menteri
ini hanya mengatur tentang
bukti-bukti klaim dan cara
penyelesaian klaim.

Kriteria:
43.Norma dalam peraturan

mengatur disebarluaskannya
informasi penetapan kawasan
hutan.

Indikator:

4.3.1. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur
tanggung jawab pemerintah
menyebarkan informasi
penetapan kawasan hutan.

Temuan:

Informasi mengenai status
pengukuhan kawasan hutan,
perubahan peruntukan dan
perubahan fungsi termasuk ke
dalam kategori informasi yang
tersedia setiap saat
(Permenhut No. P.7/Menhut-
[1/2011). Informasi mengenai
penunjukan kawasan hutan
telah tersedia. Demikian pula
informasi perihal penetapan
kawasan hutan  meskipun
masih  terbatas. Meskipun
demikian, Permenhut No. P.7/
Menhut-1I/2011  menyatakan
pula adanya informasi yang
dikecualikan yaitu data dan
informasi yang masih dalam
tahap pengolahan atau
penyelesaian. Data mengenai
berita acara tata batas
kawasan hutan yang belum
ditetapkan dianggap sebagai
data yang dikecualikan. Hal ini
menyulitkan publik
mengetahui proses penataan
batas termasuk persetujuan
atau keberatan masyarakat
terhadap penataan batas yang
biasanya terekam dalam
berita acara tata batas.
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Kriteria:

44.Norma dalam peraturan
mengatur pembagian
kewenangan dan tanggung
jawab antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah
dalam pengukuhan kawasan
hutan.

Indikator:

4.4.1. Norma yang jelas, rinci
dan selaras mengatur
pembagian kewenangan dan
tanggung jawab pemerintah
pusat, pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/
kota terkait tahapan
pengukuhan kawasan hutan.

Temuan:

a.UU No. 23 Tahun 2014
menyatakan bahwa
penyelenggaraan
pengukuhan kawasan hutan
adalah kewenangan
pemerintah pusat. Terdapat
ketidakselarasan antara UU
No. 23 Tahun 2014 dengan

PP No. 44 Tahun 2004 yang
sekarang sedang dalam
proses revisi. Pasal 19 PP No.
44 Tahun 2004 menyatakan
bahwa Gubernur membuat
pedoman penataan batas
dan Bupati menetapkan
petunjuk pelaksanaan
penataan batas dan
menyelenggarakan
penataan batas.

.Permenhut No. P.25/

Menhut-11/2014
menyebutkan bahwa
panitia tata batas dibentuk
oleh Menteri untuk setiap
kabupaten/kota dengan
ketua dari Balai
Pemantapan Kawasan
Hutan dan anggota dari
instansi terkait di daerah.
Dengan demikian,
Peraturan  Menteri ini
mengembalikan
kewenangan penataan
batas kepada pemerintah
pusat.

Data mengenai
berita acara tata
batas kawasan
hutan yang belum
ditetapkan
dianggap sebagai
data yang
dikecualikan. Hal ini
menyulitkan publik
mengetahui proses
penataan batas
termasuk

persetujuan atau
keberatan
masyarakat
terhadap penataan
batas.
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Tabel 6. Perbedaan tahapan penataan batas kawasan hutan dalam PP No. 44
Tahun 2004 dan Permenhut No. P.44/Menhut-11/2012

Penataan Batas Kawasan Hutan Penataan Batas Kawasan Hutan menurut
menurut PP No. 44 Tahun 2004 Permenhut No. P.44/Menhut-11/2012 jo

Permenhut No. P.62/Menhut-11/2013

Pemancangan patok batas sementara  Pembuatan peta trayek batas

Pemancangan batas sementara

Pengumuman hasil pemancangan Pengumuman hasil pemancangan batas
patok batas sementara sementara

Inventarisasi dan penyelesaian hak- Inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian
hak pihak ketiga yang berada di hak-hak pihak ketiga

sepanjang trayek batas dan di dalam
kawasan hutan

Penyusunan berita acara pengakuan Berita acara pembahasan dan persetujuan
oleh masyarakat di sekitar trayek batas  hasil pemancangan batas sementara

atas hasil pemancangan patok batas

sementara

Penyusunan berita acara
pemancangan batas sementara yang
disertai dengan peta pemancangan
patok batas sementara

Pemasangan pal batas yang Pengukuran batas dan pemasangan tanda
dilengkapi dengan lorong batas batas

Pemetaan hasil penataan batas Pemetaan hasil penataan batas
Pembuatan dan penandatanganan Pembuatan dan penandatanganan berita
berita acara tata batas dan peta tata acara tata batas dan peta tata batas

batas

Pelaporan kepada Menteri dengan Pelaporan kepada Menteri

tembusan kepada Gubernur




Tabel 7. Perbedaan pengaturan penyelesaian sengketa dalam RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat

Hukum Adat versi DPR-RI dan Pemerintah

Rumusan DPR-RI

Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat dapat
diselesaikan melalui lembaga adat dan/atau Peradilan
Adat.

Lembaga adat memiliki kewenangan menyelesaikan
sengketa Masyarakat Hukum Adat.

Peradilan Adat tidak berwenang mengadili tindak pidana
berat dan tindak pidana khusus.

Peradilan Adat dapat dibentuk oleh Lembaga Adat secara
berjenjang dari Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat
Provinsi.

Sengketa internal:

Sengketa internal dalam Masyarakat Hukum Adat

diselesaikan melalui Lembaga Adat.

Lembaga Adat mengeluarkan putusan Lembaga Adat
sebagai hasil penyelesaian sengketa.

Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan
Lembaga Adat sengketa diselesaikan melalui Peradilan
Adat.

Peradilan adat mengeluarkan putusan yang bersifat final
dan mengikat.

Sengketa antar-Masyarakat Hukum Adat:

Sengketa antar-Masyarakat Hukum Adat diselesaikan
melalui musyawarah antar-Lembaga Adat.

Dalam hal musyawarah antar-Lembaga Adat tidak dapat
menyelesaikan sengketa, sengketa diselesaikan melalui
Peradilan Adat.

Peradilan Adat mengeluarkan putusan sebagai hasil
penyelesaian sengketa.

Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan
peradilan, sengketa dapat diselesaikan di tingkat
Mahkamah Agung.

Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain:

Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain
yang menyangkut hak Masyarakat Hukum Adat
diselesaikan melalui Peradilan Adat.

Peradilan adat mengeluarkan putusan sebagai hasil
penyelesaian sengketa.

Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan
peradilan adat, sengketa dapat diselesaikan di tingkat
Mahkamah Agung.

Rumusan Pemerintah

Penyelesaian sengketa Masyarakat Hukum Adat dapat
diselesaikan melalui Lembaga Adat dan/atau Pengadilan Negeri.

Lembaga Adat menangani adat

merupakan tindak pidana.

sengketa yang bukan

Pengadilan Negeri menangani sengketa Masyarakat Hukum Adat
yang tidak dapat diselesaikan oleh Lembaga Adat, dan sengketa
yang merupakan tindak pidana.

Sengketa internal:

Sengketa internal dalam Masyarakat Hukum Adat diselesaikan
melalui Lembaga Adat.

Lembaga Adat mengeluarkan putusan Lembaga Adat sebagai
hasil penyelesaian sengketa.

Lembaga Adat dapat melibatkan Pemerintahan Desa dalam
menyelesaikan sengketa di wilayahnya.

Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan atau terdapat
keberatan terhadap putusan Lembaga Adat, sengketa
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

Sengketa antar-Masyarakat Hukum Adat:

Sengketa antar-Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui
musyawarah antar-Lembaga Adat.

Dalam hal musyawarah antar-Lembaga Adat tidak dapat
menyelesaikan  sengketa, sengketa diselesaikan melalui
Pengadilan Negeri.

Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain:

Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain,
diutamakan dapat diselesaikan melalui musyawarah Lembaga
Adat, pihak lain dan pihak pemerintahan.

Musyawarah Lembaga Adat mengeluarkan putusan penyelesaian
sengketa.

Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan Musyawarah
Lembaga Adat sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Pemeriksaan perkara sengketa Masyarakat Hukum Adat
dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang
terdiri dari 1 (satu) orang Hakim Karier dan 2 (dua) orang Hakim
Ad Hoc.

Pengangkatan Hakim Ad Hoc dilakukan oleh Presiden atas usulan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Keputusan
Presiden.

Dalam mengusulkan Hakim Ad Hoc, Ketua Mahkamah Agung
wajib mengumumkan kepada masyarakat.
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REKOMENDASI

Secara umum, studi ini

merekomendasikan  Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia untuk segera melakukan
pengkajian ulang terhadap peraturan
perundang-undangan yang terkait
dengan pengukuhan kawasan hutan.
Pada tahap pertama, pengkajian ulang,
paling tidak, dilakukan dari tingkat
undang-undang hingga ke tingkat
peraturan menteri.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia perlu melakukan harmonisasi
pada sejumlah rancangan peraturan
dengan mengacu pada prinsip-prinsip
TAP MPR No. IX/MPR/2001 sebagaimana
dibahas dalam dokumen ini. Dalam
kaitan dengan pengukuhan kawasan
hutan ini, harmonisasi perlu dilakukan
pada RUU Pengakuan dan Perlindungan
Hak Masyarakat Hukum Adat dan
Rancangan Peraturan Pemerintah untuk
perubahan PP No. 44 Tahun 2004
tentang Perencanaan Kehutanan.

Kementerian Hukum dan Hak

Asasi  Manusia perlu memastikan
tercapainya hal-hal berikut ini:

a. Penyelarasan istilah, definisi dan
kriteria  untuk masyarakat hukum
adat dan hak ulayat pada peraturan
perundang-undangan nasional.

b. Penetapan konsep dan definisi yang
lebih tepat digunakan terkait dengan
wilayah adat, wilayah masyarakat
hukum adat dan tanah ulayat.

¢. Penyelarasan ketentuan dalam UU
No. 41 Tahun 1999 dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun
2014 terkait dengan bentuk produk
hukum untuk pengakuan
masyarakat hukum adat.

d. Memastikan adanya pengaturan
tentang proses pengakuan
masyarakat hukum adat yang jelas

waktunya sebagai bagian pelaksanaan pelayanan publik yang baik dari
pemerintah dalam setiap rancangan peratuan perundang-undangan yang
akan diharmonisasi.

e. Penyelarasan persyaratan pengakuan penguasaan fisik atas tanah dalam
kawasan hutan yang terdapat dalam PP No. 24 Tahun 1997, Peraturan
Menteri Kehutanan No. P. 44/Menhut-ll/2012 jo Peraturan Menteri
Kehutanan No. P. 62/Menhut-l/2013, Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaaan Umum dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 79 Tahun 2014, No. PB. 3/Menhut-1/2014, No. 17/
PRT/M/2014, No. 8/SKB/X/2014.

f. Penyelarasan pengaturan mengenai berita acara penataan batas
sebagaimana ada dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 44/Menhut-
1/2012 jo Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 62/Menhutl/2013 dengan
Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan PP No. 44 Tahun 2004.

g. Penyelarasan materi muatan dalam revisi PP No. 44 Tahun 2004 dengan UU
No. 23 Tahun 2014 perihal kewenangan pengukuhan kawasan hutan yang
ada pada pemerintah pusat. Meskipun demikian, RPP ini perlu menegaskan
bagaimana koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah dalam
penataan batas kawasan hutan ini. Selanjutnya pengaturan mengenai
koordinasi itu perlu diakomodir dalam pengaturan mengenai panitia tata
batas kawasan hutan dengan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan melakukan perubahan pada Peraturan Menteri Kehutanan
No. P.25/Menhut-Il/2014.

h. Mendorong perubahan pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah, khususnya Pasal 11 ayat (1) dengan
menghapus frasa “kecuali pada kawasan hutan.” Frasa itu menghalangi
pengakuan hutan hak sehingga tidak sejalan dengan UU No. 41 Tahun
1999 dan Putusan MK 35.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlumelakukan
langkah-langkah berikut:

a. Melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004
tentang Perencanaan Hutan agar memuat norma yang lebih jelas tentang
perencanaan pada tiap status kawasan hutan termasuk, hutan negara,
hutan hak, dan hutan adat; norma yang menegaskan hak masyarakat untuk
mengakses sumber daya hutan yang sesuai dengan fungsinya; norma yang
menegaskan kompensasi terhadap akses dan hak atas tanah masyarakat
yang hilang akibat perencanaan hutan.

b. Melakukan perubahan kedua pada Peraturan Menteri Kehutanan
No. P. 44/Menhut-11/2012 jo Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/
Menhut-1I/2013 agar memuat penyelarasan konsep hutan hak baik
sebagai hutan hak perorangan, badan hukum atau hutan adat
sebagai bagian kawasan hutan; pengaturan mengenai hak ulayat
yang terpisah dari pengaturan hak-hak pihak ketiga; tidak
membatasi pengakuan pada penguasaan fisik hanya pada kawasan
hutan di provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30%; dan
tidak serta-merta mengeluarkan wilayah masyarakat hukum adat
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dari kawasan hutan melainkan
mengakomodir  keberadaan
hutan adat dalam kawasan hutan
sepanjang pemanfaatan lahan
sesuai dengan fungsi hutan.
Perubahan kedua pada
Peraturan Menteri Kehutanan
No. P.44/Menhut-11/2012 juga
perlu memasukkan ketentuan
yang mewajibkan pemerintah
melakukan penyampaian
informasi atau pengumuman
sebelum batas sementara
dipancangkan. Demikian pula
diperlukan pengaturan
mengenai mekanisme
penyampaian dan penanganan
keberatan yang rinci terhadap
hasil penataan batas kawasan
hutan.

. Menyiapkan pembentukan
peraturan pemerintah mengenai
pemanfaatan hutan hak.
Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.26/Menhut-11/2005 perlu
ditingkatkan menjadi PP
mengenai pemanfaatan hutan
hak. Namun, di dalam peraturan
baru ini diatur juga perlindungan
terhadap pemanfaatan hutan
adat. PP mengenai pemanfaatan
hutan hak ini adalah pelaksanaan
dari Pasal 36 dan Pasal 37 UU No.
41 Tahun 1999.

d. Melakukan perubahan pada Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.43/Menhut-11/2014 terkait definisi hutan hak dan peraturan
menteri lainnya agar selaras dengan UU No. 41 Tahun 1999 dan
Putusan MK 35.

. Menyiapkan pembentukan peraturan presiden sebagai dasar bagi

penyusunan rencana aksi lintas sektor untuk pencapaian target
alokasi kawasan hutan untuk masyarakat seluas 12,7 juta hektar.

Presiden dan DPR-RI:
a. Presiden dan DPR-RI mempercepat pengesahan RUU Pengakuan

dan Perindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

. Presiden Rl segera membentuk peraturan presiden terkait dengan

rencana aksi pencapaian alokasi kawasan hutan 12,7 juta hektar
untuk rakyat bilamana telah disiapkan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyelarasan istilah, definisi dan
kriteria untuk masyarakat hukum
adat dan hak ulayat pada
peraturan perundang-undangan
nasional.

Diperlukan peraturan presiden
sebagai dasar bagi
penyusunan rencana aksi lintas
sektor untuk pencapaian
target alokasi kawasan hutan
untuk masyarakat seluas 12,7
juta hektar.
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